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DPR: Revisi

Disahkan di Pari

Meski ditolak sejumlah kalangan karena dinilai akan melemahkan Mahkamah konstitusi,
pimpinan DPR menyatakan revisi K tinggal disabkan di rapat paripurna.

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan
Dewan Pe ilan Bakyat me

iyt , revisi 17 n|!||||._ 1.
dang  Mahkamoh  Konstitusi
Abaw T ME bukanlab agemda

baru yang muncul setelah pu
tusan MK soal pemisahan jwe-
milu nasional dan lokal, Hevisi
it disebut telab mmpung di-
bahas olch DPR don pemerin
Laih paerivmle 200 9-2024 elan kini
tinggal menunggy pengesahagn
ei paripurma,

amuwn. sejumlah kalngan
mienilak revisi bersehol karena
diduga merupakan bagian dan
upsaya melemabikan ME

Wacana revisi ULY MK be
labkangan kembali mencuat se-
telahy MR pada 26 Juni lalu
memubuskan pemilu nasional
dan pemily dacrab dil ]
it sevara ter Titisan ini
memict penolakan  sejumlah
partai politik dan ol
kan spekulasi habwa IFH ingin
ahikain MK, Spekilass itu
menguat  setekiy Komuse (11
' el Fapat
dengan sepamlah pakar bebe
rupar Ban setelah putusan i
bk,

Wakil Ketun DR dari Fraksi
Partns Golkor Adies Kadie di
Komipleks  Parlemen,  Jakaita
S s (87 20L5), meneps ang
apian bahwa putiosan ME inen
& n ountuk merevisi U1
MK Menumi din, pembialiasan
revisi LILD MK telab tuntas pada
peeriode 20192024 dan tingdn|
disahkan dalam rapat paripuma
tingkat dua

e heim

“Hevisi U0 ME itu sudsh
schesal di peniode anggota DPR
g lima tabon Lo, Kebwtulan
7 ketua panja {paniti
v itu tingml dibawa ke |
puma tingkat dua, Jodi t
ada revast (11 ME kanena pu-
tusan MEL" ujrmya

Pralam rapual paripuria teres
akhir DPIU 20192024 pada 30
Seplember 20240 Retin DI'R
spat itw, Poan Maharanl, me
myampaikachabwa Balan Mu-
syawarah DPR telal memvetu
Jui reisi MK untuk il

Jutkan ke penode berikul
tanpa pembabasan olang Ke-

putusan tersebut diambil tanpa
nterupei dhars anpgoda Dewan,
Hevisi mencakup tiga poin
e, vakni pengiturm ulang
masa Jabatan hakim konstitusi
el pasal 244 dan pasa] B2
serta perubaban kamposts Ma-
Jelis Kaehormatan MK puda e
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Penolakan revisi

Moski dbemiking,  sejumlah
pikar hukum tats pegara dan
hukiim wlmindstcen e
ka revisl tersebut,

terbuka kepida ||]'1“\Iltl n Joko
Widado dan Puan Malusimi
Penolakan tersehut karena per
ubrliani nweniganin prinsip ne

1 bk, demeokorast, dan an
tepwenilensi MK,

Praliam sural itu, mencka jugza
mienyoroln persoatan prosceu
ral dan mate ang dinida
bt dalim deaf perubah

I\H\ kembali llN..u
in sejumbah anggots PR
setelab putusan, MK soul pa
Tnasean e misaabiars pemilug siara
penolikan-terhadap revisi pus
disampaikan  sejumlsh  pilak
Salah satunva disampadkan-Go
o Besar-Hukum Tata Negars
darl Universitas kristen Satya
Wircnna (TTRSW) mbu Rauta
la menyayangkan jika respons
DR terhadap potusan MK jos-
tru dewujudkan_dalane pentuk
reist DT MR st Taenghah g

revisi L U

[itis Jainnya. seperti me-rocall
hukaim MEK:

Rencana kodifikasi

[ tengah mencuatinyn wa
iz tevist UEEME, ot -
ripurmas PP Selasa, menge
sathkann Peraturan PR tentang
5 (Henstra)
LoD dadamiya
dintur mengena rencana ko
alifibasi ehant kesragnilas VLT Pkt
Femilu dan Fartai Pelitik serta
dengnn putisan

ey UsLIL
MK

Wakil Ketun Hadan Lagislasi
{Bhiabergd DHPH Starman Pangaitan
mengungkapkan, DPR e
angp ke ill'|hl:| penbing moery
riniskait koedifikasi dan kermgn
Lt ULT Paket Permibu dan Parta
Politik s
g putusan Mk

Keriudian, UL terkait Parta
Folitik dimlai juga perlu meng
atur soul akuriabilitns keusmg

s penvesiainn de

o -Jmh vang inkhusit.
dan epemimpinan partai po-
litik, serta penyederhanaan me
kanisme verilikasi partal -
latak.

Meski demikian, belum ala
kepastian apakah putusan MK
soalgwernisahan pemila akan ii-
adopst dalanyBELU Penulu, Me
nueut Adies s Kading, mayoritas
i di DPH ‘masth mengla
jinva “Hampir Sema S quartai
masihy mengkap, kecuali Partad
MNaselem g mungkin lebih
cepalanenyikapinyva, Jadl, kami
tamaang Berhati-hatt  dalam

merespons putusan MK im,”
LRIy

o juga memyvebutkan, pam
rnem DPR dan pemaerintah fe-
lah  menulai  membicarakan
peitusan ME it peskan Talu.
Femerintah, menurut dia juga
masih dabam tahop mengkagi
putusan tersebut. "Mudah-mu
catlindt nanti kajumya bisa o
satukan dan menghasilkan ke
puitisan vard tudak merugikan
buerbaga piby Ty

Wakil Ketun Komisi 11 DR
dan Fraksi Gerindra Bahira Ba
g ||1l'|l|ri'l1y||'ki||| iIIIIII\.'III
MK terkait pemisahan pemilu
muasih alikagi. Tak  terkeouali
olely Frakst Gerimera, Semua
aspriasi yaing masuk dignigka
nyu akan diperhatikan untuk
mweighasilkan pemilu herkua
ntas

Selnin kapian  terhoclap pu
tusan Mk, pembahasan metade
dalarm maermmcang meviss U e

UU MK Tinggal
purna

milu juga muasih dipertimbang
lan. Menurut dia. semua akan

mienjuli jelas jika RULE Pemilu
sudah mulai dibahas,

Sekarang belum masuk ta-
pembahasan RUL Pemila,
ki, karmi masih menerimadan
menghaji masukan dari berba
i prhak. Bukan soal menerima
atau menolak, melainkan kami
imgin hasil akhirnya Terkuali-
25" hata Bahtra

Kajian lintas kementerian
Sementara iin, Menter -

lam Negeri Tito Rarmavian me

milib ficak menanggap pole-

mik terkait putusan MK vang
mwernisaltkan pemili Pemerin-
uh discbutiya masib mempel

Saya cniggak pada porsi un
Litk e g i (jmelemik
putusan MK} Saya masih pada
porsi untuk membsan putuss
Mk, melihat pro-kontranya i
anitara partad politiks il aka
demik berbicara seperti apa,”
katanya

Pemerintah jugn bakal mela
Ktk kayguti linitas kementen
an dan lembaga sebelum meng
bl sibap pesnn, Hasil
itu nantinya akan dilprkan
kepada Presiden

"Femenntah, antarkemente
tan bemibagn tentu skan
o pendapat, Mumnghan bisa
i, Disa sja tidak, bisa
sal i mengast, Setelab itw, nan
L sty karni akan minta arahon
jug, melapor kepada Pak Pre
siden,” ujar Tito, OW 101G
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